BAB II11
PANDANGAN MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB MALIKI
TERHADAP HELAH DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab dua telah dijelaskan macam-macam helah
dalam hukum Islam, dimana pada intinya helah dalam hukum
Islam itu ada dua macam. vaitu : Helah dalam hukum Islam
vang telah disspakati oleh semua madzhab dan tidak ada
vang melaranegnya. Dan ada helah dalam hukum Islam vyang
masih diperselisihkan tentang kebolehannya di kalangan
ulama-ulama madzhab. Adapun helah dalam hukum Islam yang
diperbolehkan oleh semua madzhab ialah helah atas dasar
sistem dasar vang berlaku atas perkara tertentu dan
digunakannya untuk menetapkan kebenaran, atau untuk
menghilangkan kesamaran ataupun untuk memudahkan karena
adanyva dorongan kepentingan yang mendesak. Helah semacam
ini tidak merusak kemaslahatan syari”at (hukum), helah
itu hanyva memindahkan Jjalan vang ditetapkan untuk sesua-
tu yvang tertentu kevada keadaan lain dengan maksud untuk

menetapkan suatu hak atau menolak suatu penganiayaan.

A_. Pandangan Madzhab Hanafi
Menurut pandangan madzhab Hanafi bahwa semua

bentuk helah dalam hukum Islam itu diperbolehkan, seper-
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ti masalah sewa-menyewa yang biasa dilakukan oleh pendu-
duk Bukhara dimana sewa-menyewa itu dilakukan untuk
waktu vang lama, akan tetapl oleh karena sewa-menyewa
itu tidak diperbolehkan oleh madzhab Hanafi mengenai
pepohonan maka madzhab Hanafi menggunaﬁén helah menjual
pohon kurma dengan cara jual beli bai’ul wafa’.(lbnu
Naijm. 1322 H:41).

Madzhab Hanafi memperbolehkan helah dalam hukum
Islam bentuk kedua vaitu helah terhadap ketentuan hukum
dimana. perbuatan secara formal ada kebenarannya akan
tetapi secara materiil kosong belaka. (Syatibi. 1969:
380). Helah tersebut dimaksudkan untuk memutar hukum
vang telah ditetapkan. Yaitu dengan berusaha merubah
nilai suatu tindakan ke dalam tindakan hukum yang lain
secara inklusif, yaitu semata-mata berdasarkan pada
kesamaan vang nampak antara kedua tindakan tersebut.
Diantara contoh helah semacam itu adalah diperboleh-
kannya mengambil bunga dari hutang-piutang karena ada
larangan riba. Maka helah agar supaya mendapatkan bunga
dari hutang-piutang itu ialah dengan cara dimana si
berhutang menjual barangnya kepada kreditur dengan harga
vang kurang dari semestinya atau debitur membeli barang
dari kreditur dengan harga vang lebih dari sebenarnya
atau dengan cara memberi hadiah.(Qudamah. t.t.:179).

Menurut pandangan madzhab Hanafi bahwa mengguna-
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kah helah terhadap ketentuan-ketentuan hukum itu dibo-
lehkan. Banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab madzhab
Hanafi yang mengadakan helah terhadap ketentuan hukum.
Kebolehan melakukan helah dalam hukum menurut pandangan
madzhab Hanafi tersebut berpijak dari pendapat Imam Abu
Hanifah, dimana beliau telah berkata: "Bahwasanya memba-
talkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan
(jelas) itu dilarang, dan adapun membatalkan hukum
dengan secara inklusif (samar) itu diperbolehkan.
(Syatibi, 18994:380).

Berangkat dari ucapan Imam Abu Hanifah tersebut
di atas, para ulama dari madzhab Hanafi banyak sekali
mengadakan helah-helah dalam hukum. Pada awalnya helah
dalam hukum itu digunakan dalam hal sumpah, tetapi
kemudian melintasi pada bidang yang lain seperti bidang
wakaf, wasiat, nafagah, dan masalah-masalah vyang lain
vang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. (ash-
Shiddieqy, 1967:204).

Disamping itu, kebolehan melakukan helah dalam
hukum Islam oleh madzhab Hanafi dilatarbelakangi oleh
keadaan masyarakat, adat kebiasaan, dan peradabannya
vang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.
Juga karena ada kepentingan kehidupan masyarakat vyang
menuntut suatu perubahan hukum dengan yang lebih sesuai

dan lebih mendekatkan antara teori dengan KkKenyataan-



kenvataan masvarakat.

Adapun

landasan hukum vang digunakan sebagai

dalil atas kebolehan dalam mengadakan helah dalam hukum

Islam oleh madzhab Hanafi yaitu sebagai berikut :
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Firman Allah SWT. dalam surat Yusuf ayat 70 vaitu

“Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka
hahan makanan. ia (Yusuf) memasukkan piala
(tempat minum) itu ke dalam kendaraan

saudaranyva. kemudian berteriaklah seorang

vang menyerukan : "Hai kabilah sesungguh-
nya kamu adalah pencuri'. (Depag RI,
1989:360).

Dalam ayvat tersebut, allah SWI. mengajarkan
kepada Nabi Yusuf suatu helah yang dipergunakan untuk
menghadapi saudaranya. dimana helah tersebut diguna-
kan dengan maksud agar saudaranya yang bernama Benyva-

min suapava tetap tinggal bersamanya sebagail tawanan.

Firman Allah SWT surat Shad avat 44 yang berbunyi
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drtinya : Dan ambillah dengan tanganmu seikat
(rumput). maka pukullah dengan itu dan
Janganlah kamu melanggar sumpah. Sesung-
guhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yvang
sabar. Ia-lah sebaik-baik hamba. 5Sesung-
guhnva ia amat taat (kepada tuhannya)'.
(Depag RI, 1989:738).

Dalam ayat 44 surat Shad di atas, merupakan
landasan hukum vang digunakan oleh madzhab Hanafi
terhadap kebolehan melakukan helah dalam hukum Islam.
Dalam ayat tersebut Allah mengajarkan kepada Nabi
Avvub suatu siasat untuk diterapkan pada orang yang
disumpahinya tanpa melanggar sumpah. Ia bersumpah
akan memukul isterinya sebanvak 100 kali bila sakit
kulitnya sudah sembuh, hal ini dilakukan disebabkan
karena dalam waktu sakit, isterinya lalai mengurusi-
nya (Ayyub). Akan tetapi timbul dalam hati Ayyub
perasaan iba dan sayang terhadap isterinva sehingga
tidak berdaya melaksanakan sumpahnya itu. Kemudian
Allah mengajarkan kepada Nabi Ayyub suatu cara untuk

melaksanakan sumpahnya dengan tidak sampai menvakiti



keluar' . (Depag RI. 1989:945).

Dalam avat tersebut merupakan dalil atas

kebolehan melakukan helah dalam hukum Islam. Dimana
Allah SWT. memberikan suatu kelonggaran atau keringa-
nan dalam menjalankan suatu ketetapan hukum. Maka
helah merupakan bentuk keringanan yang digunakan
sebagai Jjalan keluar dari suatu kesulitan dalam
menjalankan ketentuan-ketentuan.
Segala perikatan hukum pada hakekatnya adalah merupa-
kan helah atau siasat yvang digunakan untuk mempenga-
ruhi dan mencapai tujuan. Perikatan jual beli misal-
nya. adalah suatu helah untuk mentransaksikan harta.
pernikahan adalah helah untuk halalnya bersetubuh
dengan isteri tanpa ada batas. Dan Jjaminan hutang
(rahn) adalah merupakan helah untuk memperoleh hak
bagi orang yang menghutangkan (kreditur) atas harta
orang vang berhutang (debitur). Oleh karena 1itu,
helah tidak dilarang dalam hukum Islam. (Fatchurrah-
man dan Mukhtar Yahya, 1993:354).

Alasan-alasan di atas tersebut, merupakan
dasar hukum vang digunakan oleh madzhab Hanafi dalam
memperbolehkan melakukan helah terhadap hukum. Se-
hingga dengan alasan tersebut, madzhab Hanafi memper-

bolehkan helah secara mutlak.
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B. Pandangan Madzhab Maliki

Dalam memberikan pandangan terhadap adanya helah
bentuk kedua yaitu helah terhadap ketentuan hukum vyang
lain, dimana dengan perbuatan yang secara formal ada
kebenarannya, akan tetapi secara materiil kosong belaka.
Menurut madzhab Maliki bahwa helah semacam itu dilarang.

Imam Malik dan ulama-ulama pengikutnya sangat
melarang helah semacam itu. Salah satu ulama madzhab
Hanafi seperti asy-Syatibi menganggap bahwa helah itu
hukumnya haram (Syatibi, 1994:380).

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai argu-
mentasi atas terlarangnya mengadakan helah dalam hukum
Islam vaitu sebagai berikut :

1. Ayat-ayat al-Qur an vyang digunakan dalil wajibnya
Syvadud zari“ah yaitu

a. Firman Allah dalam surat al-An“am ayat 108

<z
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Artinyva : '"Dan Janganlah kamu memaki-maki sembahan-
sembahan vang mereka sembah selain Allah.
karena mereka nanti akan memaki Allah
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan'’.

(Depag RI. 1389:205).
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Dalam ayat ini Allah SWT. melarang kaum mus-

limin memaki-maki sesembahan kaum musyrikin, karena

perbuatan demikian menjadi sebab kaum musyrik itu

akan membalas memaki-maki Allah dengan makian vyang
sangat bahkan lebih.

Pengertian ayat tersebut dijelaskan oleh

hadits Rasulullah SAW, vaitu

36 & J:A‘u_» L.ﬁ'g;;\‘-/-t}

Artinya : ''Sesungsuhnya dosa yang paling besar adalah
seseorang yang melaknat terhadap kedua
orang tuanya. Kemudian Kasulullah ditanya,
"Wahai FRasulullah, bagaimana mungkin se-
seorang melaknat kedua orang tuanya?.
Rasulullah menjawab : "Bilamana orang laki-
laki mencaci bapak orang lain maka ayahnya
Juga akan dicaci maki orang itu. dan se-
secrang yang mencaci ibu orang lain maka

ibunva Juga akan dicaci maki orang itu”
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(Muttaraqun “alaih). (al-Aini, 1348: 83).
2. Firman Allah SWT. dalam surat al-Bagarah ayat 104,

vang berbunvi :
/
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Artinyva : 'Hai orang-orang yang beriman. Janganlah
kamu katakan (kKepada Muhammad) : "Raaina',
tetapi katakanlah : "Undhurna'. dan ‘'de-
ngarlah'”. Dan bagi orang-orang kafir sik-
saan yang pedih”. (Depag RI. 1989:29).

Dalam ayat tersebut, Allah melarang berkata
kepada Rasulullah "Raa ina" yang artinya sekira-
kiranya kamu memperhatikan kami. Lantara orang-orang
menggunakan kata-kata itu sebagai media untuk menge-

Jjek Rasulullah SAW. dengan mengartikan kata-kata itu

menurut pengertian bahasa mereka, yaitu bodoh sekali

kamu.

3. Bahwa di dalam helah fersebut terdapat unsur bujukan
dan tipu muslihat hal itu dilarang oleh hukum baik
oleh al-Qur”an maupun al-Hadits. Allah SWT berfirman

dalam surat al-Bagarah ayvat 231 yang berbunyi
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Artinyva : ‘Janganlah kamu Jjadikan hukum-hukum Allah
sebagai permainan’. (Depag RI, 1989:56).

Ada Hadits Rasulullah SAW. vang berbunyi
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Artinva : '"Apabila seseorang diantara kamu sekalian
vang menghutangkan kepada saudaranya.
kemudian diberinya hadiah makanan maka
Jjanganlah ia menerima atau membawanya ke
kendaraannya, dan Jjanganlah ia mengendarai
kecuali apabila diantara dia sudah berjalan

demikian sebelumnya”. (Sayuti, 1352:468).
Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW melaransg
orang yang berpiutang untuk menerima hadiah dari
orang vyang berhutang sebelumnya pembayaran, sebab
maksud dari hadiah ini dengan tujuan untuk memperlam-
bat pembavaran dan berarti pula memperbolehkan helah,
vaitu pemberian hadiah atau riba. Ulama-ulama kemu-
dian baik wulama figih maupun ulama hadits seperti

Imam Bukhari dan lain-lainnya sependapat tentang
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larangan helah dan mewajibkan untuk meninggalkannya.
(mahmasani. 1878:246).

Bahwa tujuan vang prinsipil atau pokok dari nash-nash
atau peraturan-peraturan hukum itu adalah semata-mata
untuk kemaslahatan hidup seseorang dan masyarakat.
Allah SWT. mewajibkan beberapa kewajiban dan mengha-
ramkan beberapa larangan adalah semata-mata untuk
merealisir kemaslahatan hambahnya di dunia dan
akhirat. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut bukanlah
hanva sekedar berlakunya atau diamalkannyva. melainkan
bermaksud untuk kemaslahatan hidup seseorang dan
masyarakat. Oleh karena itu, maka seharusnyva penaf-
siran perbuatan itu seluruhnya harus didasarkan
kepada Jiwa syari’at dan kepada hakekat perbuatan
itu, bukan hanyva menurut lahiriyahnya saja. Hal
tersebut karena hukum-hukum yang ada itu mengandung
maslahah yvang hakiki, tidak satupun hukum-hukum vyang
didatangkan Islam kecuali di situ mengandung kemasla-
hatan bagi umat manusia. Jadi jika pembuat aturan
hukum yang berdasarkan atas kemaslahatan yang dituju
kemudian membolehkan suatu helah dengan tujuan untuk
melepaskan diri dari peraturan (hukum), maka dengan
sendirinva bertentangan dengan tujuan hukum tersebut,.

juga menyvalahi jiwa syvari at. (Mahmasani, 1876:242-

(W]

43).



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan vyang telah diuraikan di atas.,
maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan tentang
pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki terhadap
helah dalam hukum Islam yaitu sebagail berikut
1. Secara garis besarnyva helah adalah merupakan suatu

daya upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membe-
narkan sesuatu perbuatan yang pada lahirnya sesuai
dengan hukum. Yaitu dengan cara merubah suatu tinda-
kan hukum ke dalam tindakan hukum yang lain secara
eksternal, vakni berdasarkan pada kesamaan vang
nampak antara kedua tindakan itu, sehingga dengan
cara tersebut pada lahirnya hukum itu tetap ada
sebagaimana adanya, akan tetapi di dalam kenyataan
&ang sesungguhnya hukum itu telah mengalami suatu

perubahan.

Adapun latar belakang adanya helah dalam hukum Islam
dikarenakan adanya tarik menarik antara ketaatan
kepada Kketentuan hukum dan situasi. kondisi dan
kemaslahatan (kepentingan).

74
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Adanya helah dalam hukum Islam menurut madzhab Hanafi
itu diperbolehkan secara mutlak.
Adapun menurut madzhab Maliki helah itu ada dua macam
vaitu ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.
Sebab-sebab perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi
dan madzhab Maliki tentang adanya helah dalam hukum
Iélam vaitu dikarenakan perbedaan pendapat dalam
menetapkan dasar-dasar hukum, perbedaan pendapat
dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur~an, Hadits, Masla-

hah.

Saran—saran

Demi kepentingan studi ilmiah selanjutnya. maka di
sini menyarankan kepada masyarakat ilmuwan KkKhususnya
dan para pembaca umumnya untuk mencari celah-celah
vang masih kosong dalam skripsi yang disusun dalam
waktu vang terbatas ini, dan selanjutnya memberikan
kritikan-kritikan yang bersifat menyumbangkan pikiran
baru dan mengembangkan hasil studi ini.

Dan demi kepentingan terapan, di sini menyarankan
kepada pihak yang berkepentingan yang berhubungan
dengan hasil studi ini, untuk sudi mengoreksi dan
mencari kebenarannya, kemudian selanjutnya menerapkan
sebagai upayva pengembangan selanjutnya.

Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap kepada
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Allah Yang Maha Kuasa, semoga hasil wusaha penulisan
dalam penyusunan skripsi ini, menjadi amalan yang ber-
manfaat bagi umat dan bagi penulis sebagai amalan vyang

shalih.
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